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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Keabsahan Yuridis, Keadilan Restoratif, Hukum Acara Pidana. 

 

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Keabsahan Yuridis Kewenangan Aparat 

Penegak Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

Menurut Perspektif Hukum Acara Pidana adalah untuk menganalisis dan 

mengetahui penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian dari 

perkara yang termasuk di dalam hukum pidana oleh instansi penegak hukum baik 

polisi, jaksa maupun hakim; serta untuk menganalisis keabsahan yuridis dari 

pendekatan restorative justice di dalam penerapan hukum acara pidana di dalam 

konsep KUHP dan KUHAP oleh instansi penegak hukum baik polisi, jaksa 

maupun hakim yang terkotak-kotak oleh peraturan hukum internal masing-

masing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian 

yuridis normatif ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan 

perundang-undangan, konsep dan/atau teori, maupun atas asas-asas hukum. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pelaksanaan penyelesaian dalam 

perkara tindak pidana melalui keadilan restorative, Penyelidik atau Penyidik harus 

terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 

tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik 

bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum. 

Dalam lingkup Kejaksaan Negeri penerapan keadilan restoratif dalam 

penyelesaian perkara merujuk kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya 

ringan dalam ketentuan hukum PERJAN No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif. Kedua, Penerapan 

restorative justice oleh penegak hukum di Indonesia adalah sah dikarenakan 

Restorative justice diberlakukan untuk menjadi jalan keluar permasalahan yang 

menitikberatkan pemulihan akan hubungan antara pelaku dan korban yang kedua 

belah pihak diharuskan mencapai sepakat di dalam melakukan perdamaian dan 

pemulihannya. Konsep hukum ini sangat membantu berjalannya peraturan hukum 

pidana dikarenakan untuk pemaksimalan penerapan hukuman penal serta non 

penal bagi pelaku. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Juridical Validity, Restorative Justice, Criminal Procedure Law. 

 

The purpose of the thesis research entitled Juridical Validity of the Authority of 

Law Enforcement Officials in the Implementation of Restorative Justice According 

to the Criminal Procedure Law Perspective is to analyze and determine the 

application of the restorative justice approach in the resolution of cases included 

in criminal law by law enforcement agencies, including the police, prosecutors 

and judges; and to analyze the juridical validity of the restorative justice 

approach in the application of criminal procedural law in the concept of the 

Criminal Code and Criminal Procedure Code by law enforcement agencies, 

including police, prosecutors and judges, which are divided by their respective 

internal legal regulations. This research uses a type of normative juridical 

research. This normative juridical research is carried out by carrying out an 

inventory of statutory regulations, concepts and/or theories, as well as legal 

principles.  

The results of the research obtained are First, Implementing resolution in criminal 

cases through restorative justice, Investigators or Investigators must first 

complete the requirements, both material and formal, as stated in Police 

Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021. After all the 

requirements are fulfilled, then the investigator or the investigator can stop the 

investigation or investigations for legal reasons. Within the scope of the District 

Attorney's Office, the application of restorative justice in resolving cases refers to 

the principles of fast, simple and low-cost justice in the legal provisions of 

PERJAN No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on the 

Principles of Restorative Justice. Second, the application of restorative justice by 

law enforcers in Indonesia is legal because restorative justice is implemented to 

be a solution to problems which focuses on restoring the relationship between the 

perpetrator and the victim where both parties are required to reach an agreement 

in carrying out peace and recovery. This legal concept really helps the 

implementation of criminal law regulations because it maximizes the application 

of penal and non-penal penalties for perpetrators. 
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